
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR061/Kep.176-0rg/2021

TENTANG

TIMKOORDINASISISTEMPEMERINTAHANBERBASISELEKTRONIK
PEMERINTAHDAERAHKABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan
efektivitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka, perlu koordinasi yang
melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam
satu tim;

b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka, pembentukan Tim Koordinasi SPBE
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana tela
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2



2

2. Undang-V1?:dang.N9mor 28 Tahun 1999 tentang
Peny~~enggaraN~gar~Y~:t1g B~rsih dan Bebas dari
K()rupsi,,'$o!tf~i'd,aij.'~~~oti~me (Lembaran Negara
Reput>lik;IIld?B,~,~t?-:'[~J}1jn01999Nemor 75, Tambahan
Lembarl:UFl\Iegaiagepublik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang:;J:{ndang. Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuang~~.~g~~(~~iiibar~ Negara.Republik Indonesia
Tahun 2003_~oiIior'~H, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor 4286);

4. Undan~7l:Jn.dang'••Nomor. 1,1. Tahun 2008 tentang
Inf0rWasidan 'fransaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republlk In<io~~'siaTahup 2008 Nomor 58 Tambahan
Lemt>aran Nega,ra Republi~ Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diub3.h dengan Undang-Undang
Nomor 19 'tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta,huI]-2016~()mor251 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones'ia Nomor 5952);

5. Undang-Undang. Nomor' 14 Tabun 2008 tentang
Keterbukaan .'JIlfonp.a,~i.. Publik (Lembarah Negara
RepublikIndonesiaTahuIl 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-{Jndang Nol11or. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayana.nPublik (LemoaranNegara Republik Indonesia
Tahuri 200Q,Nomor~112 Tainbahan Lembaran Negara
RepublikIiidonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undan? Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
AdmiriistrasiPemerintahan (I-eIIlbaranNegara Republik
Indonesia TaHun,2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara RepublikIndonesia Nomor 5601);

,

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan ..qaer~' (Lembaran Negara Republik
IndonesiaT8hun201-4 NomOI"244, Tambahan Lembaran
Negara13~publi~Jnd(mesia'Nomor 5587) sebagaimana
telahdi'Jbah .'beberap~ ka:Ii,terakhir dengan Undang-
Unda.ngN()mor,9Tahuit 2015 tentang Perubahan Kedua
AtasUndang-,Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
PemerintahanDaeiah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahuri2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republiklndonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
pelaksan:~ariJt.!nd~g-Ur:i.darig Nomor 14 Tahun 2008
tentang .Ket~[b~kalm Infonpasi Publik (Lembaran
NegaraRepublik ,Indonesia Tahun 2010 Nomor 99
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

10. Peraturan ..... 3
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tabun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2019 Nomor 112);

16. Instruksi Presiden Nomor
kebijakan dan strategi
e-government;

3 Tahun 2003 ten tang
nasional pengembangan

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan
Umum Tata KelolaTeknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tabun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 154);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 12);

21. Peraturan ..... 4
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

22. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA,Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE
(perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana SPBE
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Tahunan,
integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE,
Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia) di
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;

b. Pengoordinasian kegiatan SPBE dalam pelaksanaan
tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka;

c. Pengoordinasian kegiatan SPBE dengan instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah lain;

d. Pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;

e. Penyelenggaraan ..... 5



Dit~tapkan di Majalengka
pada tanggal 3:MaJ::et 2)21

BUPATIMAJALENGKA,

5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuariapa1?ila dikemudian hari temyata
terdapatkekeliru;;m:didlii.lamnya akan diadakan perubclhan
sebagaimana mestinya.

e. Penyelenggaraau' k,~rjasalna dalam rangka penerapan
SPBE .di lingkUhgan Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalerl.gka;

f. Peningkatan k~terpa.~"Uan pelaksanaan tata kelola
SPBE, manaje:rh~g'SPBE' dan auditteknologi informasi
dan komunikasi;oan -

g. Perriantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan
PemerintahDaer8.hKabupaten Majalengka.

KEEMPAT

'. '.

~HI

, .

, "



SUSUNAN::~~~~~~~~~i~~~~~~~1~41i:gk~~RINTAHAN
KABUPATENMAJALENGKA

LAMPlRAN

a. Pembina
b. Ketua
c. Wakil Ketua

d. Sekretarls

e. Anggota

KEPUTUSAN,..BUPj\]I"MAli\LENGKA
Nomor . ~'j~i~jI~~loo21
Tanggal .3:1!~~i:gQ,gtF',
Tentang TIM;'.E\:~<2>,gDIN.A.~I~IS.'I'EM.PEMERINTAHAN

BERBASIS" ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH,KABUFWfEN'MAJALENGKA.

Bupati'Majalengka.
SekreU:lfisbaerah Kabupaten Majalengka.
Asisten Admiriistrasi Umum Sekretarlat Daerah
Kabupaten ••M~J~engka;
Kepala Dinas KOtnunikasi dan Informatika
Daerah~l>uI>l:l.ten' Majalengka.
1. Inspek:tl.lrKa.bupaten Majalengka;
2. KepaJa ,Badan Perencanaan Pembangunan,
PeneIitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Majalengka;

3. Kepala BaClan Keuangan ,dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan
Peng~~bangan, Sumber Daya Manusia
KabuEatenMajalengk~;

5. Kepala ~agian Organisasi Sekretarlat Daerah
Kabupaten' Majalengka;

6',Kepala 'B~w.ail Humm Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka.

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNA,SOBAHI
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